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PENUTUP


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016 disusun berdasarkan pada berbagai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Tahapan dan sistematika penyajian juga telah berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan alur pikir yang melatarbelakangi proses penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016. Beberapa substansi penting dalam proses penyusunan adalah sebagai berikut :
1. Proses penyusunan dimulai dengan pengolahan data dan informasi meliputi analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah, serta evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Analisis didasarkan pada dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, serta RKPD Provinsi Lampung Tahun 2014 dan 2015.
2. Selanjutnya dirumuskan berbagai permasalahan pembangunan daerah Provinsi Lampung yang didasarkan pada hasil analisis pada Bab II dan III, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2016 dan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2015-2019.
3. Berbagai permasalahan pembangunan yang telah dirumuskan menjadi dasar dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, serta program prioritas beserta pagu indikatifnya. 
4. Selanjutnya dilakukan penajaman dan penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatifnya. 
5. Rancangan RKPD menjadi materi pembahasan dalam Musrenbang RKPD Provinsi Lampung, sekaligus sebagai upaya sinkronisasi dengan hasil Musrenbang RKPD tingkat kabupaten/kota. 
6. Rancangan akhir RKPD yang telah dilegalkan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016. KUA dan PPAS ini akan disepakati oleh Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Provinsi Lampung Tahun 2016. 
7. [bookmark: _GoBack]RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016 disusun dalam upaya meningkatkan sinergitas pusat dengan daerah, antar daerah, dan antar satuan kerja dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Oleh karenanya, diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholder Provinsi Lampung untuk dapat mewujudkan berbagai substansi rencana pembangunan daerah Provinsi Lampung yang telah ditetapkan.

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO
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